
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1069, 2016 KEMENHUB. Keamanan Penerbangan Nasional. 
Program. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 90 TAHUN 20162014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 127 TAHUN 2015 TENTANG 

PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan mengenai keamanan penerbangan telah 

diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan 

Penerbangan Nasional; 

  b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan keamanan 

penerbangan diperlukan penyempurnaan terhadap 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 

2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 

2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4956); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian  Lingkungan Hidup 

Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5295); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang 

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan 

Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 

2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas 

Bandar Udara; 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 

2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan 

Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 

2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 

Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang 

Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 286); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 

2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur 

Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 409); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 

2015 tentang Program Pengawasan Keamanan 

Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 765); 
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12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 

2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1288); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1012); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 127 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM 

KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 

tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Lampiran I Bab II ditambahkan 1 (satu) angka 

yaitu angka 50 yang berbunyi sebagai berikut: 

 

50.  Badan hukum lainnya yang melakukan kegiatan 

keamanan penerbangan adalah badan hukum yang 

kegiatannya berkaitan dengan keamanan 

penerbangan, antara lain: 

a. Regulated agent; 

b. Known consignor; 

c. Independent Surveyor; 

d. Catering operator; 
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e. Warehouse operator; 

f. Ground Handling; dan 

g. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan 

Pelatihan Keamanan Penerbangan.  

 

2. Ketentuan Butir 3.2.2 huruf m dalam Lampiran I Bab III 

diubah sehingga Butir 3.2.2 berbunyi sebagai berikut: 

 

3.2.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab Keamanan 

Penerbangan di Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada butir 3.2.1 berwenang untuk: 

a. menyusun, melaksanakan, mempertahankan 

dan mengevaluasi Program Keamanan 

Penerbangan Nasional; 

b. menentukan dan membagi tugas-tugas 

pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan 

Nasional; 

c. membuat dan mengevaluasi tata cara 

koordinasi antar instansi terkait dengan 

pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan 

Program Keamanan Penerbangan Nasional; 

d. menjaga efektifitas Program Keamanan 

Penerbangan Nasional, (meninjau atau 

mengevaluasi prosedur pengamanan sesuai 

tindak gangguan melawan hukum dan 

mengambil langkah-langkah perbaikan 

sehingga kelemahan muncul tidak terulang 

kembali) dan melakukan amandemen apabila 

diperlukan; 

e. menyusun dan menetapkan pedoman 

penyusunan Program Keamanan  Bandar 

Udara, Program Keamanan Angkutan Udara, 

Program Keamanan Kargo dan Pos dan Program 

Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi 

Penerbangan yang merupakan bagian dari 

Program Keamanan Penerbangan Nasional;  
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f. meneliti, mengesahkan, dan mengawasi 

pelaksanaan Program Keamanan  Bandar 

Udara, Program Keamanan Angkutan Udara, 

Program Keamanan Kargo dan Pos dan Program 

Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi 

Penerbangan yang mengacu kepada Program 

Keamanan Penerbangan Nasional; 

g. memastikan tersedianya sumber daya 

pendukung dan fasilitas yang diperlukan dalam 

pelayanan keamanan penerbangan di bandar 

udara; 

h. menjamin persyaratan desain bandar udara 

yang mencakup arsitektur dan infrastruktur 

untuk pelaksanaan prosedur keamanan yang 

tertuang dalam Program Keamanan 

Penerbangan Nasional secara optimal dan 

terpadu dalam perancangan dan pembangunan 

fasilitas baru serta peningkatan fasilitas yang 

tersedia;  

i. menyusun, melaksanakan, mempertahankan 

dan mengevaluasi program pendidikan dan 

pelatihan keamanan penerbangan  nasional   

j. menyusun, melaksanakan, mempertahankan 

dan mengevaluasi program pengawasan 

keamanan penerbangan nasional;  

k. menyusun, melaksanakan, mempertahankan 

dan mengevaluasi program penanggulangan 

keadaan darurat keamanan penerbangan 

nasional; 

l. melakukan penilaian tingkat ancaman 

keamanan penerbangan secara terus menerus 

serta menetapkan, melaksanakan prosedur dan 

kebijakan untuk penyesuaian Program 

Keamanan Penerbangan Nasional berdasarkan 

penilaian resiko;  

m. melakukan tindakan korektif dan memberikan 

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan  
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